MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: Lt0 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan pelayanan kepada masyarakat,
meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat
pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu
menambah  Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang
perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2021;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

_



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224
Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis
Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji
dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 218);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun

Anggaran 2020.

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2021

tanggal 25 Januari 2021;

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-
30/V.65-7 /93 tanggal 4 Januari 2021;

Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret
2021;

Surat Bupati Bengkulu Tengah Nomor: 800/1538/

BKPSDM-02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah 198 (seratus
sembilan puluh delapan) dengan rincian Tenaga Guru
sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh), Tenaga Kesehatan sejumlah
52 (lima puluh dua), dan Tenaga Teknis sejumlah 69 (enam
puluh sembilan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini;

Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud
diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
S (lima) tahun;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina
Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling
singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun
usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan
yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada Instansi
Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15
Maret 2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi
Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021;
Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai
Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Tengah dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten
Bengkulu Tengah;

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2\ APRIL 202)

Me.n“to.ri Pendayagunaan Aparatur Negara
‘ dan’ !;e}\rmasi Birokrasi

Kumolo

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.




Lampiran

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Nomor : bGe Tahun 2021

Tanggal : 2| April 2021

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

TENAGA GURU
NO. JABATAN S NPSN UNIT PENEMPATAN
PPPK
1. | AHLI PERTAMA - GURL AGAMA ISLAM 1 10702860 | SMP NEGERI 17 BENGKULU TENGAH
2 | AHLI PERTAMA - GURL AGAMA ISLAM 1 10700418 | SD NEGERI 38 BENGKULU TENGAH
3. | AHLI PERTAMA - GURL BIMBINGAN KONSELING 1 10700231 | SMP NEGERI 02 BENGKULU TENGAH
4. | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 10700232 | SMP NEGERI 03 BENGKULU TENGAH
5. | AHLI PERTAMA - GURL BIMBINGAN KOMNSELING 1 10702857 | SMP NEGERI 11 BENGKULU TENGAH
. | AHLI PERTAMA - GURL BIMBINGAN KONSELING 1 10703589 | SMP NEGERI 20 BENGKULU TENGAH
7. | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 10703589 | SMP NEGERI 26 BENGKULU TENGAH
8 | AHLI PERTAMA - GURL BIMBINGAN KONSELING 1 10702855 | SMP NEGERI 12 BENGKULU TENGAH
9, | AHLI PERTAMA - GURL BIMBINGAN KONSELING 1 10702856 | SMP NEGERI 09 BENGKULU TENGAH
10, | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 69786238 | SMP NEGERI 25 BENGKULU TENGAH
11. | AHLI PERTAMA - GURLU BIMBINGAN KONSELING 1 10700250 | SMP NEGERI 08 BENGKULU TENGAH
12. | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 10700215 | SMP NEGERI 04 BENGKULU TENGAH
13, | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 10703177 | SMP NEGERI 32 BENGKULU TENGAH
14, | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 10700254 | SMP NEGERI 06 BENGKULU TENGAH
15. | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 10702858 | SMP NEGERI 14 BENGKULU TENGAH
16. | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 10700236 | SMP NEGERI 10 BENGKULU TENGAH
17. | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 10702812 | SMP NEGERI 13 BENGKULU TENGAH
18. | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 1 10703538 | SMP NEGERI 21 BENGKULU TENGAH
18, | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 10700480 | SD NEGERI| 68 BENGKULU TENGAH
20. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10702973 | SD NEGER| 57 BENGKULU TENGAH
21, | AHLI PERTAMA - GURLU KELAS 3 10700426 | SD NEGERI 70 BENGKLULU TENGAH
22, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 3 10700452 | SD NEGERI 39 BENGKULU TENGAH
23, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10702975 | SD NEGERI 16 BENGKULU TENGAH
24. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 2 63863208 | 5D NEGERI 08 BENGKULU TENGAH
25. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 10702954 | SD NEGERI 67 BENGKULU TENGAH
26. | AHLI PERTAMA - GURLU KELAS 1 10702972 S0 NEGERI 72 BENGKULU TENGAH
Z7. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS i 10700180 | SD NEGERI B6 BENGKULU TENGAH
28. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 2 10700338 SD NEGERI 12 BENGKULL TENGAH
29. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10700475 | SD NEGERI 40 BENGKULL TENGAH
30. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10700110 5D NEGERI 15 BENGKULU TENGAH
31. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 4 10700493 | SD NEGERI 01 BENGKULLU TENGAH
32. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10700157 | SD NEGERI 27 BENGKULU TENGAH
33. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS ] 10700195 | SD NEGERI 74 BENGKULU TENGAH
34, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10700416 | SD NEGERI 62 BENGKULU TENGAH
35. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10700461 5D NEGERI 36 BENGKULU TENGAH
36. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10700418 | SD NEGERI 38 BENGKULU TENGAH
37. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10702976 | SD NEGERI 06 BENGKULU TENGAH
38, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 2 10700415 | SD NEGERI| 84 BENGKLULU TENGAH
39, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10700167 | SD NEGERI 88 BENGKULU TENGAH
40. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 3 10702959 S0 NEGERI 17 BENGKULU TENGAH
41. | AHLI PERTAMA - GURLU KELAS 1 10700194 5D NEGERI 78 BENGKULU TENGAH
42. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 69760863 S0 NEGERI 80 BENGKULU TENGAH
43. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 10700173 | SD NEGERI 54 BENGKULU TENGAH
44, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS i 10700448 | SD NEGERI 86 BENGKULLU TENGAH
45, | AHLI PERTAMA - GURLU KELAS 1 10700188 SD NEGERI 82 BENGKULL TENGAH
486, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 2 10702874 | SD NEGERI 14 BENGKULU TENGAH
47. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 10702813 [ SMP NEGERI 18 BENGKULU TENGAH
48. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 10703538 [ SMP NEGERI 21 BENGKULU TENGAH
48, | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 10702850 SMP NEGERI 24 BENGKULU TENGAH
50. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 10700216 SMP NEGERI 05 BENGKLULU TENGAH
51. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 10700354 | SD NEGERI 13 BENGKULU TENGAH
52, | AHLI PERTAMA - GURL PENJASORKES 1 10700138 S0 NEGERI 34 BENGKULU TENGAH
53. | AHLI PERTAMA - GURL PPKN 1 68734273 SMP NEGERI 28 BENGKULU TENGAH
54. | AHLI PERTAMA - GURU PPKN 1 10700244 | SMP NEGERI 15 BENGKULU TENGAH
55. | AHLI PERTAMA - GURU PPKN 1 69787749 | SMP NEGERI 31 BENGKULU TENGAH
56. | AHLI PERTAMA - GURL PPKN 1 10700215 SMP NEGERI 04 BENGKULU TENGAH
57, | AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA i 10700229 | SMP NEGERI 01 BENGKULU TENGAH
58. | AHLI PERTAMA - GURL SENI BUDAYA 1 10703589 | SMP NEGER| 26 BENGKULU TENGAH
Halaman 1/8
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TENAGA GURU
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NO. JABATAN oo NPSN UNIT PENEMPATAN
PPPK
58. | AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA 1 10702858 SMP NEGERI 14 BENGKULU TENGAH
60. | AHLI PERTAMA - GURU TIK 1 10700254 | SMP NEGERI 06 BENGKULU TENGAH
1. | AHLI PERTAMA - GURLU TIK 1 10702912 SMP NEGERI 13 BENGKLULLU TENGAH
62 | AHLI PERTAMA - GURLU TIK 1 10702857 SMP NEGERI 11 BENGKULU TENGAH
63. | AHLI PERTAMA - GURU TIK 1 10702858 | SMP NEGERI 14 BENGKULU TENGAH
64, | AHLI PERTAMA - GURU TIK 1 10703599 | SMP NEGERI 20 BENGKULU TENGAH
B5. | AHLI PERTAMA, - GURU TIK 1 10702855 | SMP NEGERI 12 BENGHULU TENGAH
B6. | AHLI PERTAMA, - GURL TIK 1 69863221 SMP NEGERI 23 BENGKULU TENGAH
TOTAL L
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TENAGA KESEHATAN

NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN SN § MOxA i UNIT PENEMPATAN
CPNS PPPK FASHES
1. | AHLI PERTAMA - APOTEKER 1 0 P17090401 | PUSKESMAS PAGAR JATI
APOTEKER ke
2. | AHLI PERTAMA - APOTEKER 1 0 P17090202 | PUSKESMAS UJUNG KARANG
APOTEKER o0z
3. | AHLI PERTAMA - APOTEKER 1 0 P1T090502 | PUSKESMAS SIDODADI
APOTEKER 04,
4. | AHLI PERTAMA - APOTEKER 1 o P17090202 | PUSKESMAS KARANG TINGGI
APOTEKER 01
5. | AHLI PERTAMA, - APOTEKER 1 o P17090402 | PUSKESMAS ARGA INDAH 1l
APOTEKER 03
6. | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER 1 o P17090401 | PUSKESMAS PAGAR JATI
01.
7. | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER GIGI 1 0 P17090602 | PUSKESMAS ATURAN MUMPO
GIGI 03
8. | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER GIGI 1 o P17090302 | PUSKESMAS JAMBU
GIGI 03
9. | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER SPESIALIS ANAK 1 [1] R1709038 | RSUD BENGKULU TENGAH
SPESIALIS ANAK
10, | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN 1 (] R1709038 | RSUD BENGKULU TENGAH
SPESIALIS KANDUNGAN
11. | AHLI PERTAMA, - DOKTER | DOKTER SPESIALIS THT 1 0 RI1709038 | RSUD BENGKULU TENGAH
SPESIALIS THT
12, | AHLI PERTAMA, - D-IV KESEHATAN MASY ARAKAT / 5-1 1 L] R1709038 | RSUD BENGKULU TENGAH
PENYULUH KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT
MASYARMKAT
13. | AHL| PERTAMA, - D-IV KESEHATAN MASYARAKAT | 5-1 1 0 P17090302 | PUSKESMAS TABA TERET
PENYULUH KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT o1,
MASYARAKAT
14. | AHLI PERTAMA, - D-IV KESEHATAN MASY ARAKAT / 5-1 1 [i] PAT090302 | PUSKESMAS SUKARAMI
PENYULUH KESEHATAN KESEHATAM MASYARAKAT 04,
MASYARAKAT
15. | AHL| PERTAMA - D-IV KESEHATAN MASYARAKAT | 5-1 1 i] P17080602 | PUSKESMAS SEKAYUN
PENYULUH KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT 0z,
MASYARAKAT
16. | AHLI PERTAMA, - D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / 5-1 1 (1] P170890302 | PUSKESMAS LUBUK UMEN
PENYULUH KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT 02,
MASYARAKAT
17. | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS 1 ] PAT090502 | PUSKESMAS SIDODADI
04,
18. | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS 1 1] P1TO90402 | PUSKESMAS ARGA INDAH Il
03
19. | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS 1 1] P17090302 | PUSKESMAS LUBUK UNEM
02
20. | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS 1 a P1T090202 | PUSKESMAS KARANG NANDING
03,
21, | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS 1 ] PIT020401 | PUSKESMAS PAGAR JATI
01,
22, | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS 1 i} P1T090101 | PUSKESMAS KEMBANG SER|
01
23, | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS 1 i} P1T090602 | PUSKESMAS ATURAN MUMPO
03,
24. | AHLI PERTAMA - PRANATA | S-1 ANALIS KESEHATAN / D-IV ANALIS 2 0 R1T089038 | RSUD BENGKULU TENGAH
LABORATORILM KESEHATAN / 5-1 TEKNOLOGI
KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN
25, | AHLI PERTAMA - 5-1 KESEHATAN LINGKLNGAN 2 1] R1709038 | RSUD BENGHULU TENGAH
SANITARIAN
26. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-Ill GIZI 1 1] PAT090202 | PUSKESMAS KARANG NANDING
03,
27. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-ll GIZ1 1 0 P17080502 | PUSKESMAS TANJUNG DALAM
05,
28, | TERAMPIL - NUTRISIONIS | DIl GIZ1 1 0 P1T0B0202 | PUSKESMAS KARANG TINGGI
Ll
29. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-lll GIZ1 1 1] PAT080402 | PUSKESMAS RENAH KANDIS
02,
30. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-IlIl GIZI 1 0 P17080502 | PUSKESMAS SIDODADI
04,
3. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-llI GiZ1 1 v} PITOO0G02 | PUSKESMAS PEMATANG TIGA
o
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TENAGA KESEHATAN

ALOKASI | ALOKASI KODE
NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT PENEMPATAN
CPNS PPPK FASKES
32. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-lll GIZI 1 0 P1TOB0602 | PUSKESMAS SEKAYUN
0z,
33, | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-lll GI2I 1 0 P1T000401 | PUSKESMAS PAGAR JATI
o,
4. | TERAMPIL - PERAWAT D-Ill KEPERAWATAN 1 i P17090302 | PUSKESMAS JAMBU
03
15, | TERAMPIL - PERAWAT D-1ll KEPERAWATAN 1 0 P1T090302 | PUSKESMAS SUKARAMI
04,
36. | TERAMPIL - PERAWAT D-lll KEPERAWATAN 1 o P1T090202 | PUSKESMAS UJUNG KARANG
02
37, | TERAMPIL - PERAWAT DO-1ll KEPERAWATAN 1 o P17090402 | PUSKESMAS RENAH KANDIS
o2
38. | TERAMPIL - PEREKAM D111l REKAM MEDIS DAN INFORMASI 2 i} R1708038 | RSUD BENGKULU TENGAH
MEDIS KESEHATAN
39, | TERAMPIL - PRANATA D11 ANALIS KESEHATAN / D-Ill 1 ] P17090602 | PUSKESMAS SEKAYUN
LABORATORIUM LABORATORIUM KESEHATAN/MEDIS o2
KESEHATAN
40. | TERAMPIL - PRANATA D11l ANALIS KESEHATAN / D-IIl 1 0 P17090302 | PUSKESMAS LUBUK UNEN
LABORATORIUM LABORATORIUM KESEHATANMEDIS 02
KESEHATAN
41, | TERAMPIL - PRANATA D-11l ANALIS KESEHATAN / D-1Il 1 0 P17090602 | PUSKESMAS PEMATANG TIGA
LABORATORIUM LABORATORIUM KESEHATAN/MEDIS o1,
KESEHATAN
42 | TERAMPIL - PRANATA D1l ANALIS KESEHATAN / D-ill 1 [i] P17090302 | PUSKESMAS TABA TERET
LABORATORIUM LABORATORIUM KESEHATANMEDIS 0.
KESEHATAN
43, | TERAMPIL - PRANATA D-1ll ANALIS KESEHATAM / D-II 1 1] P17090502 | PUSKESMAS TANJUNG DALAM
LABORATORILM LABORATORIUM KESEHATANMEDIS 08
KESEHATAN
44. | TERAMPIL - PRANATA D-11l ANALIS KESEHATAM / D-II 1 0 P17090402 | PUSKESMAS ARGA INDAH I|
LABORATORILM LABORATORIUM KESEHATANMEDIS 0
KESEHATAN
45, | TERAMPIL - PRANATA D-1Il ANALIS KESEHATAN / D-1I 1 0 P17090202 | PUSKESMAS KARANG TINGG!
LABORATORILIM LABORATORIUM KESEHATANMEDIS 0.
KESEHATAN
46. | TERAMPIL - SANITARIAN D-1ll KESEHATAN LINGKUNGAN 1 i} P17090402 | PUSKESMAS RENAH KANDIS
02
47, | TERAMPIL - SANITARIAN D-Ill KESEHATAN LINGKUNGAN 1 i} P17080302 | PUSKESMAS TABA TERET
m.
48, | TERAMPIL - SANITARIAN D-1ll KESEHATAMN LINGKUNGAN 1 0 P17000602 | PUSKESMAS PEMATANG TIGA
01,
43, | TERAMPIL - SANITARIAN D-lll KESEHATAN LINGKUNGAN 1 0 P17090302 | PUSKESMAS JAMBU
03,
TOTAL 52 [}
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TENAGA TEKNIS

ALOKASI ALOKASI
NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN ks e UNIT PENEMPATAN
1. | AHLI PERTAMA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA F] 0 JPTP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG
ADMINISTRATOR PENGOLAHAN INFORMAS| ADMINISTRAS| KEPENDUDURKAN |
DATABASE SEKSI SISTEM ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN
KEPENDUDUKAN
2, | AHLI PERTAMA - AUDITOR | 5-1 EKONOMI AKUTANS! 3 0 JPTP INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG
KEUANGAN DAN KEKAYAAN USAHA NEGARA
3. | AHLI PERTAMA - AUDITOR | 5-1 EKONOMI AKUTANSI 2 0 JPTP INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG
PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
& | AHLI PERTAMA - 5-1 EKONOMI PEMBANGUNAN { 5-1 EKONOMI 5 0 JPTP ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN
PENGELOLA PENGADAAN | AKUTANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN
BARANG/JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA
5. | AHLI PERTAMA - 5-1 HUKUM UMUM / §-1 ADMINISTRASI 2 0 JPTP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | KELOMPOK
PENGGERAK SWADAYA MNEGARA | 5-1 ADMINISTRASI PUBLIK [ 5-1 JABATAN FUNGSIOMAL TERTENTU DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / 5-1 MASYARAKAT DESA
SOSIOLOGI
6. | AHLI PERTAMA - S-1 SOSIOLOGI/ S-1 EKONOMI 2 0 JRTP DINAS SOSIAL | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH SOSIAL PEMBANGUNAN TERTENTU DINAS SOSIAL
7. | TERAMPIL - ARSIPARIS D-1ll KEARSIPAN 2 0 JPTP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
B. | ANALIS ALAT DAN MESIN | 5-1 TEKNIK MESIN / 5-1 TEKNOLOGI 2 0 JPTP DINAS PERTANIAN | BIDANG PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN | SEXSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN
PERTANIAN
9. | ANALIS ANGKUTAN DARAT | S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI / 8-1 2 0 JPTP DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN
EKONOMI MANAJEMEN ANGKUTAN JALAN | SEKS| ANGKUTAN
10. | ANALIS BENCANA S5-1 TEKNIK SIPIL [ S-1 EKONOMI MANAJEMEN / 1 L] JPTP BADAN PEMANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG
541 HUKUM UMUM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN | SUB BIDANG PENCEGAHAN
11, | ANALIS BENCANA 5-1 TEKNIK SIPIL | 5-1 EKONOMI MANAJEMEN / 1 0 JPTP BADAN PENANGGULANGAN BEMCANA DAERAH | BIDANG
S-1 HUKUM UMUM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN | SUB BIDANG
KESIAPSIAGAAN
12. | ANALIS BENIH 5-1 PERTANIAN 2 o DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA | SEKS| PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN KELEMBAGAAN BUDIDAYA PERAIRAN
13. | ANALIS DAMPAK SOSIAL | -1 PSIKOLOGI/ -1 SOSIOLOG! 2 ] JPTP DINAS SOSIAL | BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL | SEKS| PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
14, | ANALIS DOKUMEN 5-1 ADMINISTRASI NEGARA | 5-1 2 ] JPTP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | BIDANG
PERIZINAN ADMINISTRASI PUBLIK / 5-1 MANAJEMEN DAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON
KEBIJAKAN PUBLIK PERIZINAN | SEKSI PERIZINAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
15, | ANALIS INVESTASI DAN 5-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI 2 0 JPTP DIMAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | BIDANG
PERMODALAN USAHA PEMBANGUNAN PENANAMAN MODAL | SEKSI FASILITASI DAN KERJASAMA
PENANAMAN MODAL
186. | ANALIS KELAUTAN DAN D-IV PERIKANAN § D-IV KELAUTAN 2 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG
PERIKANAN PERIKANAN TANGKAPR | SEKSI PEMBERDAYAMN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
17. | ANALIS $-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / 5-1 SOSIOLOGI 2 0 JPTP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
KEMASYARAKATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SUB BAGIAN
KESEJAHTERAAN MASY ARAKAT
18. | ANALIS KEPEMUDAAN S-1 EKONOMI MANAJEMEN 1 0 JPTP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | BIDANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN | SEXS| PEMBERDAYAAN PEMUDA
19. | ANALIS KEPEMUDAAN 5-1 EKONOMI MANAJEMEN 1 0 JPTP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | BIDANG
PELAYANAN KEPEMUDAAMN | SEXSI PENGEMBANGAN PEMUDA
20. | ANALIS KOPERASI 5-1 EKONOMI AKUTANSI 2 0 JPTP DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERAS!
USAHA KECIL MENENGAH | BIDANG KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH | SEXS| FASILITAS| PEMBIAYAAN
DAN SIMPAN PINJAM
21. | ANALIS LALU LINTAS 5-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI / 51 2 1] JPTP DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN
EKONOMI MANAJEMEN ANGKUTAN JALAN | SEKS| LALU LINTAS
22. [ ANALIS LINGKUNGAN 5-1 TEKNIK LINGKUNGAN [ 5-1 KESEHATAN 1 o JPTP DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENATAAN DAN
HIDUP LINGKUNGAN PEMNINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
23, | ANALIS LINGKUNGAN 5-1 TEKNIK LINGKLINGAN | §-1 KESEHATAN 1 0 JPTP DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG TATA LINGKUNGAN
HIDUP LINGHUNGAN DAN ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | SEKSI
PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN
24, | ANALIS MASALAH SOSIAL | 5-1 ADMINISTRASI NEGARA / 5-1 2 0 JPTP DINAS SOSIAL | BIDANG REHABILITASI SOSIAL | SEKSI
ADMINISTRAS! PUBLIK / 5-1 MANAJEMEN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN
KEBIJAKAN PUBLIK / 5-1 PEMERINTAHAN PERDAGANGAN ORANG
25 | ANALIS OBJEK WISATA S-1 PARIWISATA | 5-1 MANAJEMEN 2 o JPTF DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAY AAN | BIDANG
PARIWISATA | S-1 EKONOMI MANAJEMEN PENGEMBANGAN PARIWISATA | SEKSI PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
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NO. JABATAN KUALIFIKAS] PENDIDIKAN At:::s' UNIT PENEMPATAN
26, | ANALIS PANGAN S-1 TEKNIK PANGAN / 5-1 TEKNOLOGI 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG
PANGAN | 5-1 TEKNOLOGI PERTANIAN KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN | SEKSI DISTRIBUSI
PANGAN
27, | ANALIS PANGAN S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNOLOGI 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG
PANGAN / 5-1 TEKNOLOGI PERTANIAN KONSUMS| DAN KEAMANAN PANGAN | SEKSI KONSUMS! PANGAN
28. | ANALIS PENANAMAN §-1 PEMERINTAHAN | 5-1 EKONOM| AKUTANSI 0 JPTP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | BIDANG
MODAL PENANAMAN MODAL | SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN
PENANAMAN MODAL DAN ESDM
29. | ANALIS PENATAAN S-1 PERTANAHAN / -1 TEKNIK SIPIL / 5-1 0 JPTP DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
KAWASAN PEMERINTAHAN PERTANAHAN | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN | SEKS| KAWASAN PERMUKIMAN
30 | ANALIS 5-1 EKONOMI AKUTANS! 0 JPTP BADAN KEUANGAN DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN
PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
31. | PENATA LAPORAN 5-1 EKONOMI / 5-1 AKUNTANSI 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT
KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | SUB BAGIAN
KEUANGAN
32 | PENATA LAPORAN S-1 EKONOMI / 5-1 AKUNTANSI 0 JPTP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIBIL |
KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
33. | PENATA LAPORAN 5-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI 0 JPTP DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI
KEUANGAN USAHA KECIL MENENGAH | SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH | SUB
BAGIAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
DAN KOPERAS| USAHA KECIL MENENGAH
3. | PENATA LAPORAN §-1 EKONOM| | 8-1 AKUNTANS! a JPTP DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL | SUB BAGIAN
KEUANGAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS SOSIAL
35, | PENATA LAPORAN S-1 EKONOMI / 5-1 AKUNTANSI 0 JPTP DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS KE TENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGASI
36. | PENATA LAPORAN S-1 EKONOMI [ -1 AKUNTANSI ] JPTP DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT
KEUANGAN DINAS PARIWISATA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINAS PARIWISATA
37. | PENYULUH KESEHATAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT 0 JPTP DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT |
DAN PENCEGAHAN SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
PENYAKIT MASYARAKAT
38. | PENYULUH KESEHATAN | 5.1 KESEHATAN MASYARAKAT ] JPTP DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN
DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P) | SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENYAKIT PENGENDALUAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
39. | PENYULUH USAHA 5-1 EKONOMI AKUTANSI o JPTP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | BIDANG
MANDIRI DAN TEKNOLOGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN | SEKSI
TEPAT GUNA SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
TOTAL
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